PERBEKEL PUNGOU
RABUPATEEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 18 TAHUN 2020

FIENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DIESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PUNGGUL,

Menimbang : a. bahwa Angearan  Pendapatan  dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara
terbuka  dan bertanggung jawab  untuk scebesar-besarnya
Kemakmuran masyarakat Desa;

h. bahwa berdasarkan Keputnsan Bupati Badung Nomor 38
/062 JHK /2020 tentang Penetapan Hasil Bvaluasi Peraturan
Desa: Punggul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021;

¢. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Punggul Nomor 13 Talun 2020 tentang Perselujuan
BPD  Desa  Punggul terhadap Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021;

[u—

Mengingat Undang-Undang  Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1l dalam Wilavah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dipindai dengan CamScanner



b Pevatiran Meotery Dalam Nepe it Mo
tentang hewanmnpnn Dean (Mevitae Negaoa Bepubiib Brder
Fahvgny 201600 Nome 1017)

Pevaturan NMenterr Dol Nepeoi Nomor 20 Tabige 2001
tentang Penpgelolnng Kevnnpan Desa (Deritn Negarn il
Indonesia Tahon 2008 Nomor 61 1),

O Perattoan Menten Dewn, Fetabangunan Dacrahe Terbingpgd
dan I‘u.m-.nn,:n.lr.x Nomor 1.3 Tabiun 2020 tentang Poorttas
Penppunaan Dana Desa Tahun 2021 (Herit Negarn Fepublil

Indonesia Tahan 2020 Nomor 10 15);

Peraturan Bupatt Badung Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Helanja
Desa Tahun 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun
2020 Nomor 78 );

8. Peraturan  Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang

atas Peraturan Desn Punggul Nomor 01 Tahun

Perubahan
a Menengah Desa

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangk
(RPIMDesa) Punggul Periode 2014-2020:
12 Tahun 2020 tentang

9. Peraturan Desa Punggul Nomor
in Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembars
Funggul Tahiun 2020 Nowor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
dan

PERBEKEL PUNGGUL
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahiun Anggaran 2021

dengan perincian sebagai berikut:
Rp. 6.885.276.078,00

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa Rp. 7.762.510.526,67
Surplus/Defisit Rp. (877.234.448,67)
3. Pembiayaan Desa
Rp. 877.234.448,67

a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp. 877.234.448.,67
Rp. 0,00

Dipindai dengan CamScanner



Panal 2

Ulransary letnh fanngud
i i dimaksud  dalan Pasal
Lampiran  vang  merupakan bagian tidal

Peraturan [Desa

PP ST
\tiprpriran Peovddapntan ooy Xy

terpianh

Pasal 3

Lanpiran sel

Dagaimana ditnaksud dalam Pasal 2 memual
APPI3 Desa,

Pasal 4
Perbekel menctapkan DPeraturan DPerbekel
Pendapatan dan Belanja Desa
operasional pelaksanaan APBDesa.

tentang Penjabaran
Anggaran

sebagai landasan

Pasal 5

(1) Petnerintahh Desa  dapal nelaksanakan  Kegialan  untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesalk.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
{3) Permmerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum

tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana
i memenuill Kriteria:
/ a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
20 pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya,;

‘ b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian
yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan

e. berskala lokal Desa.

dimaksud pada ayat(l) harus

Pasal 0
Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakuk
antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan.
Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran

APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Dipindai dengan CamScanner



padaAngent 40 Deseml

R PERDEREGHUNGGUIT

i I
e m 1‘{\
- 0¥ o
\ e
S ~
R, S .
\ - ~
Q -
F GUST=NGURAH ANOM BALI PUTREA

Diundangkan di Punggul
pada tanggal 30 Desember 2020

I LANANG OKA
PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 18

Dipindai dengan CamScanner
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PERBEKE PUNGGUI
KABUPATEN BADUNG

) N
PERAT URAN PERBEKEL DESA P INGGUL
NOMOR 02 TA| IUN 2020

TENTANG
A SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)
TAHUN 2019

ARAH PENGGL INAAN DAN

PERBEKEL PUNGGUL

Mcmmb;mg - & Bahwa dalam rangk

(SILPA) Tahun 201

b. Bahwa berdasarka

dipandang perlu m

Penggunaan Dana
Anggaran 2019:

a pengelolaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
9, secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran;

N pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
enetapkan Peraturan Perbekel Punggul tentang Arah
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk Tahun

Mengingat . | Undang-Undang Nomor 69

daerah Tingkat Il dalam
Tenggara Barat, Nusa T
Indonesia Tahun 1958 No
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tam
Republik Indonesia Nomor 5495 );

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahup 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), yang sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undan g
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
énggara Timur (Lembaran Negara Republik
mor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Desa (Lembaran Negara
bahan Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner



Peraturan Pemering

th Nomgr 1 i
Peraturan Pemerimt

an Kedua alas
ahun 2019 tentang, Perubahan I'L(IIU :n' -
Islaksanad
ahun 2014 tentany Peraturan Pelak:
ahun 2014 fentang Desa:

ane Pedoman
an Menteri Dalam Nk‘gcfi Nomor 111 Tahun 2014 tentang | cdom
Teknis Perayran di Desa:

Peraturan Menteri D
Pcmlmngunun Desa
9. Peratur

ah N(\m()[ 43 i)
Undang-1 Indang Nomor ¢
Peratur

alam thcri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
A Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan pegy: o
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desy Tahun 202¢:
Peraturan | g pp Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Penyusunan Tay Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

- Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2018 tentang  Penyusunan
Angaran Pendapatan dap Belanja Desy (APBDesa);

3. Peraturan pegy Punggul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dap Belanja Desa Tahun 2019.

o

.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan y ARAHPENGGUNAAN

Dalam Peratur
]

oo

DANA s15A LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
(SILPA) TAHUN 2019

KETENTUAN UMUM

Pasal |
an Perbekel ip; yang

g dimaksud dengan
Desa adalah desa dan desa

adat atay yang disebyt dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuap Mmasyarakat hukym Yang memilikj bagag wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahap, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa Masyarakat, hak asg] usul, dan/atay haj tradisio
sistem pemerinah

nal yang diakuj dan dihormati dalam
an Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemerintahan Desy adala

usan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
Kesatuan Republik Indonesig

ang disebyt dengan namg lain dibanty perangkat
nyelenggara Pemerintahan Desa

ain adalah lembaga yang
nggotanya merupakan wakil

dari penduduk Desy
yah dan ditetapkan secary demokratis,
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilaj dengan uang serta
segala sesuaty berupa uang dan baran

arang yang bcrhubungan
kewajiban Desa,

Pengelolaan Keuangan Desa adalap keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran darj
Rencana Pembangunan Jangka Meneng (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya diseby APBDesa,
keuangan tahunan Pemerintahan Desg,

Pemegang Kekuasa \ a Desa atau sebutan nama lain
vang karena jabatannya mempunyai kewe akan keseluruhan pengelolaan
keuangan desa,

dengan pelaksanaan hak dan

adalah rencana

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah un sur
perangkat desa vano membantu Kepala Desa untuk melaksa

sanakan pengelolaan keuangan desa

anaan pengelolaan keuangan desa
2. Kepala Seksi adalah unsur dari pelak i

ksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
staf sekretariat desa yang

membidang: urusan administra
euangan desa.

si keuangan
untuk menatausahakan k

Dipindai dengan CamScanner



14 R\‘\C:‘zhlff Kas Desa adalab iekenng 'me] menyimpan wing pPemenmtaban lal -
menampung seluruh pencnimaan Degg dan dipunakan untok membayar selurub penpeiuan
Desa pada Bank vang ditetapkan " _—

15 Penerimaan Desa adalaly Uang yang berasal dan seluruh pendapatan desa yang mi
APBRDesa melalu rekening kas desa ) o kas desa

16 Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dan APBDesa melalun rek nllnjl'.,,"{l" .

17 M!I‘{‘.]U\ Anggaran Desa adalah selisth lebih antara pendapatan desa dengan h:;mny,’z, ’:‘ '.‘

I8 Defisit Anggaran Desa adalah sehsth Kurang antara pedapatan desa dengan ""'"””‘/".(h lx‘h lebih

19 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran vang 5;1‘|:lnjlllll}‘il disingkat SILPA adalah sclis

reahisasi penerimaan dan pengeluaran unégurun selama satu periode anggaran & Korali, Dot

Peraturan Desa adalah peraturan: perundang-undangan vang ditetapkan oleh Kep

sctelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

"
20

Pasal 2
Dana Sisa Lebik Perhitungan Anggaran (SILPA) merupakan salah satu sumber pendapatan Dt'"l
Yang bersumber dar selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
pentode angparan Tahun 2019 vang dialokasikan dengan lujIlun keadilan dan Pemerataan
kcmﬂmpuan kKeuangan Desa untuk membiayal kcwcnangan Desa.

v Pasal 3
Dana SILPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk mendanai kewenangan Desa

d’alam membiayai Penyelenggaran Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan
Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Tak Terduga.

_ A . Pasal 4
Uraian lebih lanjut mengenai Arah Penggunaan SILPA

: sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak ¢

erpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 5
Perbekel menetapkan Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Perbekel ini.

Pasal 4
Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dapat dilaksanakan sesuaj dengan Anggaran

o
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 dan dilaksanakan sesuaj dengan Ketentuan Peraturan

Pasal 5
Peraturan Perbekel ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel inj dengan
Penempatannya dalam Berita Desa,

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN "
PERATURAN PERBEKEL pUNGUT
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

ARAH PENGGUNAAN lmlh(\/‘
LEBIH PERHITUNGAN ANGGA

(SILPA) TAHUN 2019

[ I-L;/“

RAN

ARAH PR NGGUN

AAN DANA ¢ RAH TAHUN 2019
Rp. 1159 350 010 39 DANA SILPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAFRAH TAHUN 201
f‘}’\'v"(')"’: ----- —_— ]
N UR NILM _____ = _g(
2 ,(“E‘|7() om (J(J

.\,_‘,»Ll l '\1h \N(IL \’ AN PUS}\ \MI ING

. gf i‘?{‘z‘]\'ﬂi\’ PKK KEGIATAN KOOR PKK DESA
o | ERan IFjN(J’o ARAAN PROMOSI DAN GERAKAN HIDUP
e AN SEHAT

EMBANGUNAN TAMAN MILIK DESA (TAMAN
| TELAJ AKAN)
| KEGIATAN TAWUR KESANGA
| PENAMBAHAN PATUNG PANDAWA (SENDERAN PURA
@ |UUNUVGSARU

'8 | PERINGATAN BULAN BAHASA

N 0 9 [ PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA
|10 | PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA 191.307.000,00
11| PENINGKATAN KAPASITAS STAF PERANGKAT DESA 86.481.000,00

12 | BELANJA TAK TERDUGA 66.510.39,00
L TOTAL 1.159.350.010,39

104.046 000,00
95.670.500, 00

s

35.000.000,00

ARAH PENGGUNAAN DANA SILPA PERIMBANGAN TAHUN 2019 Rp. 1.497.923,33

. NO | URAIAN NILAI
| BELANJA TAK TERDUGA 1.497.923 33

RN
f 1.497.923,33

Dipindai dengan CamScanner
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|’|':RH]‘:1\'E|. PUNGGULL

]{I'Z(‘/\M/\'l‘/\N I\Hl/\NSlCM/\L KABUPATEIEN BADUNG

PERATURAN PERBEK L punaG
NOMOR 05 TAHUN 2020
i TENTANG
PENJABARAN prape
ABARAN PERUBAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PUNGGUL
TAHUN ANGGARAN 2020

UL

JENG N .
I ENGAN l\AHM/\F TUHAN YANG MALIA [ESA

l’El\‘BEl\’l",L PUNGGUL
Meni
imbang l{3)t‘lll1wn Untuk  melaksanakan ketentuan  Pasal 2

)(mlumn Desa Nomor 04 Tahun 2020 fentang
'l‘crubnhml Anggaran Pendapatan  dan Belanja Desa
I)nhun Anggaran 2020,  maka perlu - menyusun
Peraturan Perbekel tentang  Perubahan Kedua atas
Peraturan Perbekel Nomor 18 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan  dan Belanja Desa A'l‘nhun
Anggaran 2020 .

Mengingat .

Undang-und:mg Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintaly Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 lentang Desa, sebagaimana telah diubah

terakhir  dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015;

3. Peraturan Pe

merintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana  Desa yang  bersumber  dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun

2016 Tentang Kewenangan  Desa (Berita: Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 1037);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Kepala  Lembaga Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa  di Desa  (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

7. Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2017

tentang Besaran Tunjangan Kepada Perbekel dan

Perangkat Desa di Kabupaten Badung;

Tahun

Dipindai dengan CamScanner



)
8 Peraturan Bupatt Badung Nomor 17 Tahun ,l:l/
! entan Besaran Funjangan Kepadn Hadan
l'\‘lHlll“\.\.\\\mnl\ll\ Desa di habupaten Il.'“h““'“ 01
9 Petatuan Bupati Radung Nomor o8 Tahun '
tentang Pedomay Penvusunan Angeatan Pendapaton
dan Belanjn Desa Tahun 2010,
10, Peraturgg Desa Py

weul Nomor 03 Tahuan 2018 tentang
Desa Berdnsarkan Hak Asal Usul dan
l\r\wn;m,l:nn Lokal Berskala Desag
L Pevaturgy Desi
\‘nlunp‘ Anppag
Desay Tahun A
dengan
2020
Bel

l\'v\\mmny,nn

Punggul Nomor 100 Tahun .,(”'l(:
AN Pendapatan dan Belanjn Desa (Al
waaran 2020 sebagai mana telnh dirubah
Peratura Desa pUNGGUL Nomor 8 Tahun
l('nmn;', Peryl

: ahan Angearan Pendapatan dan
A Desa Tahyn Anpgaran 200

T\ll".MU'l‘USl\'z\N .
PERATY RAN
PERURA] TAN
DESA PUNG

Menetapkan

PER] HDINDIR
ANGG ARAN
Gul, TAHUN

TENTANG PENJARARAN
l‘l'IND.‘\l’z\'l‘:\N DAN BISLANJA
z\N(‘n(‘u\I\‘z\N 2020
Pasal 1
Anggaran Pendapatan  dan Bel
berjumlan Rp. 13.27
delapan Juta tujuh ra
Wjuh rupiah sembil
tiga belas mily

anja Pegg Tahun Anggaran
8.792.047 09 ( tiga belag milyar (y
tus sembilan puluh duyg i
an sen), dan tetap be
ar dua r
puluh dua ripy sembil

dengan rincian et

2020 semuly
a-ratus tujuh pulup
an ratus empat puluh

ah Rp. 13.278.792.947 09 (
lapan jut

at puluh tujuh

ribu sembpyj)
rjum|
atus tujub pulup de
an ratus emp
agai berikut -
1. Pendapatan Desg
1.1. Pendapatan Aglj Desa
a. Semula
b. Bertambah/ (Berkyy
Jumlah PADesa sete)

a tujuh ratug sembilan
rupiah sembilay sen )

Rp 1().0()().0()0,()()

ang) Rp 0,00

ah perubahan Rp 16.000.000,00
1.2, Pendapatan Trangfer

a. Semula Rp

b. Bcrmml)uh/(Bvrkumng] Rp
Jumlah pendapatan

\ 1‘870.717.235,0()

0,00
ansfer setelah T
perubahan

Rp 1 1.87().7l7.235‘()()
1.3, Pendapatan Lain-lain Bunga Bank
a. Semula Rp 20.000.000,00
b. Bcrlmnbnh/[Bcrkumng)

Rp 0,00
L

Rp 20.000.000,00

Dipindai dengan CamScanner



Nelangg e

2. | Midang Penve
l)(“\.\

QSemyly

h Menjad,

lenpparaan Pemerintnhan

Rp 4.125.999.700,00
Rp____ 4.132.612.200,00
X ‘\hll\\l:\h l“"-"\“i‘l\:ln l{l) 6.612.500,00
Bidang 1.
Wang p ksangan Pembangunan Desg
\, Semy, Rp 4.804.554.138,94
; Menjag; Rp 4.246.324_638.94
Yumin, Perubangy, Rp___. 558.229.500,00
2.3, Bidy |
ANy Peg as .
Yesa binaap kmnnsynmknlun
A Semy)y r it
b. Menjag;i Rp 3.832.594.700,00
Jumlah Perubahyp Rp___ 0,00
2.4, Bidang Pembcrdm-aan M
a. Semula ‘

b. Menjadi

Jumlah perubahanp
2.5, Bidang Penang

gulan
a. Semula ° S Bencana

b. Menjadi
Jumlah perubahan

Rp
asyarakat Desa

3.832.594.700,00

Rp 489.296.000,00

201.517.000.,00

Rp 287.779.000,00

Rp 26.348.408,15

Rp 865.747.408,15
Rp

839.396.000,00

Pasal 2

Dipindai dengan CamScanner
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SEKRETARIS DESA PUNGGUL,

| GUSTI NGURAH LANANG OKA
BERITA DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 05

Dipindai dengan CamScanner



KECAM AT

PERBEK), PUNGGUL,
AN /\UIANSI-ZI\’[/\I, KABUPATEN BADUNG
l‘l'Jl\'/\"l:Ul\’/\.\' PERBEKL PUNGGUL
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG PR

Menimbang :

Mengingat 1,

DE

a. Bahwg untuk me]

NJllﬁ\lganA {x'ms PERATURAN PERBEKEL NOMOR 18
ARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA
DESA PUNGGUL
TAHUN ANGGARAN 2020

NGAN RAHMAT TUHAN YANG

MAHA ESA
PERBEKEL py NGGUL,

aksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Atas Perg, Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Peng aturan Desa Pupggul Nomor 17 Tentang Anggaran
Ndapatan Danp Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran
20, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel tentang

Penjabaran Perubahan A )
nggaran Pendapatan dan Bela
Desa Tahun 2020; = ’ C

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Pembentukan Daerah-Daer.
Daerah Tingkat 1 Balj,

€sa Nomor 07

tentang
ah Tk.Ii dalam Wilayah Daerah

_ Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ‘1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1659);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
Z;}gzsi)mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner
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- Peraturan Bupati Badung Nomor 30 tahun 2018 ten

l“'lt’.‘“\q ]‘- | 1T ’U]] tentang,
X AN Pemeringal Nomor 43 Tahun 2

faturan Tahun
Wray Pelaksangan Undang-Undang Nomor 6 1

201, » o
M” I Dlang Degy (Lembaran Negara Republik Indonesin
Fahup 2014 Nomor 123,
l\(-pul)hl;

diubap

Pcmcrim

Tambahan Lembaran Negira
Indonesiy Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali terakhir dengan  Peraturan
' Ah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
fedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tf‘mimg Peraturay, Pelaksanaan Undang-Undang Normor 6
]1&»hun ?OH ‘entang Desa (Lembaran Negara Republik
i‘?:igo("::t\[gt Tahgn 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
5414 Republik Indonesia Nomor 6321),

Pe , |
;LBJEHE\ Pemerinta)y Penggant; Undang-Undang Nomor |

Stabilitae qr.. CMaNg Kebijakan Keuangan Negara dan
as Sistem Keuangan untyk Penanganan Pandemi

irus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam

: ancaman  yang membahayakan
mian  Nasional

. . edaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Da]
111 Tahun 2014 ten

Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam
Nomor 90 Tahun 2018 ten
Desa (Berita Ne
Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigras; Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun

2020 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1012);

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor i Tahup
2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Degg

(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor
1);

Negeri Republik Indonesia
tang Pengelolaan Keuangan
gara Republik Indonesia Tahun 2018

tang
Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Badung

(Serita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 30);

- Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner
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ot
i\ L«{\_.\,

Fahiun
ey

JO00 Nomag 1) K/4C
. Wlsan Bupan Badung  Nomor 1047030 i
Fentang PehTapan Statug Siaga Hencana Akibat
Lorang A Kby e
14 "-\i\\mun Peny ara
BLT )
20200
20149

Badunyg,
aluy

| D]

an Bantuan Langsung Tunat Dan
Mgl Bl
am Rangka Penanganan Corona Virus Disea
(COVID 19)

. . " lupntl
. (B} Kabupaten Badung oleh Buj
l‘.\\‘llns‘“

ha
g Qanfembhetd
M (ult, Agustus, don Beptel

Pery :
! \\HH.H\ l\\.\‘.\ “lll\l',!“\ll N(‘lll”r 02 Tahun 2018 tentang
AW 0 B (Le L )
WeNANgAN Pogy (Lembaran Desa Punggul Tahun 2011
Nomar 02); |
o, l‘cr.l\\n"n Desy p '

; a S lnngu:ul Nomor 17
At l‘vmlnp
Desa p
) -~ o
.lcx\uur\m Desg p
l‘crubnh;m

aran

Tahun 2019 tentang
lL(‘n\l\;“-\‘n

atan dan Belanja Desa Tahun 2020
unggul Tahun 2019 Nomor 17);

unggul Nomor 04 Tahun 2020 Tentang
Alas Peraturan Desa Punggul Nomor 17
Tf\m‘mg Anggaran Pendapatan Dan Bel
Tahun Angg

5 aran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun
2020 Nomor 04),

anja Desa Punggul

.Pu‘;uumn Perbekel Punggul Nomor 05 Tahun 2020
Tentang Penjabaran Perubah

an Anggaran Pendapatan dan
B‘-‘lm\ld Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PER‘“\TURAN PERBEKEL TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATUR

AN PERBEKEL NOMOR 18 TENTANG
PENJABARAN ANGG

ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2020

-

Anggaran Pendapatan dqap Belanja Desa Tahun "SSgaren 2020 semiy
herjumlah 13.278.792 947 og (

tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh
delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua riby sembilan ratus empat
puluh tuuh rupiah sembilan sen ), dan berkurang menjadi Rp.
13.267.985.947,09 ( tiga belas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta
sembilan ratus delapan lima riby sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah
sembilan sen ) dengan rincian sebagai berikut:
i Pendapatan Desa
i 1. Pendapatan Asli Desa
a. Semula Rp. 16.000.000,07
b. Bertamban, (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah PADesa setelah perubahan Rp. 16.000.000,00

Dipindai dengan CamScanner



Pendapatan Transfe,

l.‘ Semula P | |‘rl()h,'/]V/,'.’w-"-’)“

) Ux‘m.’m\h.\h/ l“""]\llrm\n] |'_l" ( 10 “()'/A()Hfllh(’)

Aiimah Pedaparay, ll‘i\ﬂ‘:l"l‘l ----- lal B

SR, | e Rp 1 1.895 010.235,00
. 0J9.

) ¢ v .
- .l\f‘b]‘i;::?xlll;'\m Lain-lain Bunga Banl

‘ Rp. 20.000.000,00
b Bcrmmb:m/ (Berkumng) g) 0,00
"“"‘l‘i‘jh Pendapatan Bunga Bank | |
Setelah - o

Perubahan Rp. 20.000.000,00

2. Belanja Desa
2.1. Bidang Pep

yelen garac A
a. Semula 88araan Pemerintahan Desa

b. Menjadi Rp. 4.125.999.700,00
! 0,00
Jumlah Perubahap % 4. 132.2 11 %%% .00

2.2. Bidang Pelakg
2.2. anaan pe h
a. Semula mbangunan Desa

e Rp. 4.804.554.138,94
b. Menjadj P ’

Rp. 4.246.324.638,94

Jumlah Perubahan ﬁ%. ( 558.229.500,00)

2.3. Blcgang l;Gmbinaan Kemasyarakatan Desa

y Nf:;ig Rp. 3.832.594.700,00

S EC Rp. 3.832.594.700,00

Jumlah Perubahgp, Rp 0,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

. ;em}lla_ Rp. 489.296.000,00
t:. enjadi Rp. 201.517.000,00
Jumlah Perubahan Rp. (287.779.000,00)
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
a. Sem}lla. Rp. 26.348.408,15
b. Menjadi Rp. 854.937.408,15
Jumlah Perubahan Rp. 828.589.000,00
Pasal 2
Perubahan Kedua atas Peraturan Perbekel

Punggul Nomor 18 tentang
Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun

Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perturan Perbeke!
ni.

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 3

Perubahan Ke — )

E g e < fr\l:sn.xias, F)’eraluran Perbekel Punggul Nomor 18 tentant

Anggaran 2020 (i'i;)l;1lr‘ll,:l Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun

Dokumen Pclal(ﬁan:a suij dalam pasal 2 dituangkan lebih lanjut dalam

Urusan dan Kepala S-n 'l ¢rubahna Anggaran yang disusun oleh Kepals
A Scksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

ku pada tanggal diundangkan agar setiap
an pengundangan Peraturan Perbekel 1l
erita Desa Punggul.

Peraturan Perbekel inj my)a; berla
orang mengetahuj, memerintahk
dengan penempatannyg dalam b

Ditetapkan di Punggul
pada tanggal 9 Juli 2020
PERBEKEL PUNGGUL,

LANANG OKA
PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 08

Dipindai dengan CamScanner
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P ITTAS

NEPALA DESA PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN KEPALA DESA PUNGGUL
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBANAN KETIGA ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 18 TENTANG
PENIABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUNGGUL

Memmbang - bahwa sebagai pelaksana ketentuan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
202 - ‘
2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran
2020

Mengmgat -+ 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tk.IT dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495),

3. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dipindai dengan CamScanner



CPeratiran Menten Datam

legent epuhlik fndanesn Homor TR Tabn M
Fentany Pedoman Pembangunan Dean (Deritn Popar Fopulild

Falim 201 Romo Yy,

Peraturan Menten Dalam Megen Repubhl Indonesin |

ey 0 ")

tentanp Penpelolaan Keuangan Desa (Berita Mepara Repubhb Tndons
JOT8 Nomor 6171,
T Peraturan Menten Desa, Pembanpunan Daerah Tertingeal, Dan Tronampran

Repubhik Indonesia Nomaor P Tahun 2019 tentang Prioritas penpianaan D
Pesa Fahun 2020 (Rernn Nepara R“l'“hllk Indonesia Tohun 2019 Homor
1012y

Peraturan Dacrah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang, Pen
Desa (Lembaran Dacrah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9)
Peraturan Bupat Badung Nomor
Keuangan Desa (Berita Dacrah
10.Peraturan Desa Pung

Peraturan "

vapan

3O Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 307,

gul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Kencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIMDesa) Punggul Periode 2014-
2020;

Il Peraturan Desa Punggul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemeritah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2019 Nomor
16),

12 Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun
2020 Nomor 03);

13.Peraturan Desa Punggul Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020
Nomor 09);

14.Peraturan Desa Punggul Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Punggul Tahun An

ggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020
Nomor 04);

I5.Peraturan Desa Punggul Nomor 07 Tahun 2020
Atas Peraturan Desa Pun

Belanja Desa Punggul Ta

Tentang Perubahan Ke Dua
ggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan
hun Anggaran 2020;

16.Peraturan Perbekel Punggul Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Perbekel Nomor 18 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Aenctapkan PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 18

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah
Rp 11.906.717.235,00 (sebelas milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh
belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp
5.106.322.565,00 (lima mulyar seratus enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu
lima ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp Rp 6.800.394.670,00 (
enam mulyar delapan ratus juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus
tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner
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LR

1.3

Peoctapatan esa
LD Pendapatany Ash [esa

a Scemula
b Bermambah (13 rhurang)
Jumilah PADesa setelah prerubahan

endapatan Transter

a Semula

b ”cn;unb;nh'(Hurl\ur:m_;_r)
Jumlah pendapatan transfer setelah
Perubahan

Laim — lain pendapatan yang sah

a. Semula

b. Bertambah/ (Berkurang)

Jumliah lain-Jain pendapatan yang sah
Setelah perubahan

2. Belanja Desa
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a.

Semula

b. Bertambah / berkurang
Jumlah setelah perubahan
2.2. Bidang Pembangunan
a. Semula
b. Bertambah / berkurang
Jumlah setelah perubahan
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Semula
b. Bertambah / berkurang
Jumlah setelah perubahan
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Semula
b. Bertambah / berkurang

Jumlah setelah perubahan

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan

Darurat, dan Mendesak Desa
a. Semula
b. Bertambah / berkurang
Jumlah setelah perubahan
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerima Pembiayaan

a. Semula

b. Bertambah / berkurang
Jumlah setelah perubahan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula

b. Bertambah / berkurang
Jumlah setelah perubahan

,:', 16 00 Oy (3

O )
I2p
Rp 16000 060.00

Rp 11906717 235,00
122 56:5.00)

Rp (5 106

Rp 6.800.394.670.00

Rp 20.000.000,00
Rp_(8.000.000,00)

Rp 12.000.000,00

Rp 4.125.999.700,00
Rp (761.349.500.00)
Rp 3.364.650.200,00

Rp 4.804.554.138.94
Rp (2.451.624.615.00)
Rp 2.352.929.523.94

Rp 3.832.594.700.00
Rp (2.659.459.175,0&)
Rp 1.173.135.525 00

Rp 489.296.000,00

Rp (287.779.000.00)

Rp 201.517.000,00

Rp  26.348.408.15
Rp 1.053.889.725 00
Rp 1.080.238.133,15

Rp 1.372.075.712,09
Rp 0.00
Rp 1.372.075.712,09

Rp 1.372.075.712.09

Rp 0.00
Rp 1.372.075.712.09

Dipindai dengan CamScanner
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Paval 111
‘clakranaan Penjabaran Perul than AP Desa yang dhitetay
voditwanghan febih lamut dalam Dokumen Pelak:

)
(PP AY viang

Leyatan angparan

disusun oleh Kepala Urpsan dan ! Cj

Pasal IV
Peraturan Kepala Desa iy mulai berlaku pada tanggal dhundangkan
Agar seuap orang dapat mengetahui, memerintahkan peny rundangan Peraturas

Nepala Desa ing dengan penempat; innya dalam Berita Desa Pungpul

Ditetapkan di Punggul
pada mﬂgwl?ﬂktobu mm

| 5 =rece

- —

\ Ty
I GUSTIN UMM BALI PUTRA, SH.
- 'pENATA MUDA

NIP. 19790806 201001 1 013

Dlundayg}fan di }’U gul
pdd'

l;\/

\GU&TI NGHRXH LANANG OKA, ST

N

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 14

Dipindai dengan CamScanner



SR :.‘,'\‘? .‘=“!
LA
KEPAT A DESA Py INCICHU
KABUPATEN BADUING

PERATURAN K1:PA] A DESA PUNGGUI

NOMOR 16 T AL IN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEFMPAT ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 187 410 2019
VENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 311 AnIA
DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUNGGUL

Menimbang  © bahwa sebagai pelaksana ketentuan Peraturan Deg
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan ¢
2020, maka perlu menyusun Peraturan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be]
2020

a Nomor 15 Tahun 2020
an Belanja Desa Tahun Anggaran

Kepala Desa Tentang Penjabaran
anja Desa Punggul Tahun Anggaran

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tk.1I dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Talun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lemb
Republik Indonesia Nomor 5495),

3. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nofior 5679),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

aran Negara

Dipindai dengan CamScanner



Menetapkan

S Peraturan Menten Dalam Neeen Re pubhk Tndor

" y P .
Tentanp Pedoman Pembangunan Deea (Benta
Fahun 2014 Nomay 2009,

) Y re . (W1 \
6 Peraturan Menten Dalam Nepen |'7|‘|“l|1ll‘. Indonesta Nomor 20 Tahun 2018

yPenvelal,
tentang Penpelolaan Keuanpan Desa (Berita Mepna Republik Indon shu
D018 Nomor 611, |

Peraturan Menten Desy, Pembangunan Dacrah 1

crimgeal, Dan Transmger
Republik Indonesia Nomaor 111

: s vy ahun 2019 tentang Priontas penggunaan Dan
Desa Tahun 2020 (Benia Negara Republik [ndonesia Tahun 2019 Nomor
1012).

s y PR ae < . i

8 Peraturan Dacrah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Desa (Lembaran Daeraly Kabupaten Badung Tahun 2015 Momor 9,

9. Peraturan Bupat Badung Nomor 30 'ljnlmn 20019 tentang Pengelolaan
Kcuangan Desa (Berita Dacrah Kabupatcn Badung Tahun 2019 Nomor 30

10 Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Desa  Punggul  Nomor 01 Tahun 2015 'hl‘cnlung Rencana

Pg%bnngunan Jangka Menengah Desa (RPIMDesa) Punggul Periode 2014-
2020,

11.Peraturan Desa Pungeul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pg;ncrmtah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2019 Nomor
16):

12 Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Desa T.

ahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun
2020 Nomor 03);

13.Peraturan Desa Punggul Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020
Nomor 09);

14.Peraturan Desa Punggul Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Desa Punggul Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020
Nomor 04);

15.Peraturan Desa Punggul Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke Dua

Atas Periturarl Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Punggui Tahun Anggaran 2020,

16.Peraturan Perbekel Punggul Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Perbekel Nomor 18 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah
Rp 11.906.717.235,00 (sebelas milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh
belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp
5.106.322.565,00 (lima milyar seratus enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu
lima ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp Rp 6.800.394.670,00 (

enam milyar delapan ratus juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus
tupuh pulub rupiah) dengan rincian sebaga: benkut:

SY
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L Pendapatan Dewy
1 Pendapatan Ach Desa
G Semuln
b Hertambal (Herkarang)
Tumlah PAD ey setelah perubahan

1.2 Pendapatan Trans e
& Semuly
b Bertambaly (Berkuranp)

Jumlah pendapatan transfer setelah
Perubahan

1.3 Lain - Jaip pendapatan yang sah
4 Semuly

b Bcrlambah/(Bcrkurang)
Jumlah lain-lain

Setelah perubahan

2. Belanja Desa
2

I Bidang P enyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula

b. Bertambah / berkurang

Jumlah setelah perubahan
2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula

b. Bertambah / berkurang

Jumlah setelah perubahan

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Semula

b. Bertambah / berkurang
Jumlah setelah perubahan

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Semula

b. Bertambah / berkurang
Tumlah setelah perubahan

pendapatan yang sah

l'il P16 000 GO0 G

I (0O

If‘. 16, 000 (GO OO
l-':\ |1 006717 77 v ()
Rp (5106 322 565 00,

Rp 6.800.394.670.00

Rp 20.000.000,00

Rp_(8.000.000,00)

Rp 12.000.000 00

Rp 4.125.999.700,00
Rp (761.349.500,00)
Rp 3.364.650.200,00

Rp 4.804.554.138,94
Rp(2.422.025.115,00)
Rp 2.382.529.023,94

Rp 3.832.594.700,00
Rp (2.659.459.175.00)
Rp 1.173.135.525,00

Rp 489.296.000,00
Rp (287.779.000,00)
Rp 201.517.000,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan

Darurat, dan Mendesak Desa
a. Semula
b. Bertambah / berkurang
Jumlah setelah perubahan
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerima Pembiayaan
a. Semula
b. Bertambah / herkurang
Jumlah setelah perubahan
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula
b. Bertambah / berkurang
Jumlah setelah perubahan

Rp  26.348.408,15
Rp 1.050.638.633.15
Rp 1.024.290.225,00

Rp 1.372.075.712,09
Rp. 0,00
Rp 1.372.075.712,09

Rp 1.372.075.712,09
Rp 0.00
Rp 1.372.075.712,09

Dipindai dengan CamScanner



Macal 11

Uraran- Tebih fany Pempabaran Perubahan Anponian 2 ncdapatan dan felanjs

Diesa sebay A
< bagamang dimaksud Pasal U werenntum datan, | impian yange merupa

bagian tak terpisahkan dan Peraturan Kepala Desa I

Pasal 111
Pelaksanaan Penjaby gy Perubahan APB e

sayang ditetapkan dalam Peraturan
e dituangkan lebih 1oy

Jut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anpparan
DPPAY vanp ‘
( Al vang disusun gleh

Lewiat Repala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanann
coratan angearan

B Pasal 1V
deraturan Kepala Deca i : ;
Peratt epata Desa ing mulai berlaky pada tangoal divndanakan,

Agar setiap orane : - .

AL : D‘[ 1ANg dapat mengetahy;, memerintahkan pengundangan Peraturan
(epala Desa inj de e -

Nej a n1 dengan Penempatannya dalam Berita Desa Punggul.

NIP. 19790806 201001 1 013

di Punggul
4 Y Oktober 2020
&
J

ofxneTARIAT D
PUNGCUL
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PERBERNE]L PUNGGULL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL DESA PUNGGL IL
NOMOR 17 TAHUN 2020

‘ o TENTANG
ARAH PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)
TAHUN 2020
PERBEKEL PUNGGUL,

Menimbang : 3 Bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA) Tahun 2020, secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran;

b. B.ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dipandang perly menetapkan Peraturan Perbekel Punggul tentang Arah

Penggunaan Dana Sjsa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk Tahun
Anggaran 2020:

Mengingat - . Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 lentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);
2

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), yang sebagaimana telah dirubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);

Dipindai dengan CamScanner



Desa Yang
v (Lembaran
,:||]|'..,I.IH

Peraturan Pemenpgy) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Bersumber Dary Anpparan Pendapatan dan Helang Negart
Negara Republik |m|uilc'~|;| Fahun 2014 Nomor 168, Tambahan I e
Negara Republik 1ndonesin Nomor 5558), sehagaimand telah diubah den
Peraturan: Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang l“f“'h”lu”V“L’,;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 'm.‘ :
Bersumber Dy Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (1 emberan
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694,

0. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Und;mg~Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Neara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611)

~1

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1035);

9,

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);

10. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Angaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 78);

I1. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahna atas
Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-
2020,

12. Peraturan Desa Punggul Nomor 12 Tahun 2020 tetang Rencana Kerja

Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor
12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ARAH PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
(SILPA) TAHUN 2020

KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan

I. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui d
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat

Desa sebagat unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang sena
segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.

an dihormati dalam

(S

Dipindai dengan CamScanner



Penpel Sl
NUNURIE . " , " elipm |
Wholun Keu mpan Neg, adalah Keselurthan | cpratan yang med|

bk«
;:\ “ahsanaan, Penatiusahaan Pelaporan, dan pertanppungawaban keoanpan desa L)
WnNcana Lo dar1yes o SR pertang) = S ubaran dar
R nCana Kena Pemerintaly Desa selanputnya disehut RE PDesa, adalab penyil
) \\\nn\nun Pembangunan Janpky Menengah Desa untul janpka wiktu 1 (satu) taah ll : '
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B ngan thunan | cenntahan Negy
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\l;'xln‘c;::‘;n-\fz }\“.Lll‘).”:.‘u"” vl'(_‘ll)‘.(jl()l‘l;ln Keuangan Desa adalah K cpala !)\fjwili.:.ll.illl |I”,l:”}‘ ::x:;lw'x)llyl:i:’

SORE harena jabatannyy mempunyag kewenangan menyelenpgarakan kescluruhan peny

Aeuangan desa ) S

10, Pelaksana Teknis P&‘Ilgclnlnun Keuangan Desa vang sclanjutnya disingkat PTPKD adalah lm‘,.eu
perangkat desa yang membanty chu]n Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan des

lli Sd‘lddm l?cf“ adalah Iwcrl||1(lfl|~ selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

2 Kepala Seks adalah unsyr dar; pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

I3, Bendahara adalah unsyr staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan
untuk menatausahakanp Keuangan desa. — .

14 Rckcning Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang

menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

Desa pada Bank vang ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke

APBDesa melaluj rekening kas desa.

16. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.

17. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.

18, Defisit Anggaran Desa adalah selisih Kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa

setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

124

Pasal 2
Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) merupakan salah satu sumber pendapatan Desa
yang bersumber dari selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran Tahun 2020 yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan Pemerataan
kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kewenangan Desa.

Pasal 3
Dana SILPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk mendanai kewenangan Desa
dalam membiayai Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan

Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Tak Terduga.

Pasal 4
Uraian lebih lanjut mengenai Arah Penggunaan SILPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 5
Perbekel menetapkan Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Perbekel ini.

Pasal 4
Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Desa.

Dipindai dengan CamScanner



Peratur . N Pasal 5
Agv‘lr i‘;fd['! Perbekel i mular berlaky pada tangga) ditetapkan
A setiap o ngetahui ‘ n
Penen, P orang mengelabui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel i dengan
Patannya dalam Berita Dega

Ditetapkan di Punggul
pada tanggal 28 Desember 2020
PI. PERBEKEL PUNGGUL,

I GUSTINGURAH ANOM BATMNPUTRA

Diundangkan di Punggul
riaRgoal 28 Desember 2020
BRYS DESA{PUNGGUL,

/RAH LANANG OKA
A PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 28

Dipindai dengan CamScanner



LLAMPIRAN

PERATURAN PERBEKEL PUNGGLHI
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

ARAH PENGGUNAAN DANA  SISA
LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
(SILPA) TAHUN 2020

ARAH PENGGUNAAN DANA SILPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020
Rp. 295943 474,39

I NO URAIAN | NILAL |
'[ I | Penyelenggaraan PAUD/TK 236.922.000,00
| 2 | Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades 57.897.000,00 |
|3 | Belanja Tak Terduga 4.819.974,39 |
L TOTAL 295.943.474,39 |

ARAH PENGGUNAAN DANA SILPA ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020
Rp. 216.743.952,33

NO URAIAN NILAI

1 Peningkatan Lapangan Footsal dan Gym 68.807.000,00

2 | Belanja Tak Terduga 147.936.952,33 |
TOTAL 216.743.952.33 |

ARAH PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
Rp. 341.417.063,94

| NO URAIAN NILAI
1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik 1.802.400,00
Desa (KPM)

2 | Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat 10.220.200,00
Adiktif (Penyuluhan Kenakalan Remaja)

3 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa 30.657.500,00

4 | Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak 208736963,94

TOTAL 341.417.063,94

PUNGGUL, 28 DESEMBER 2020
PJ. PERBEKEL PUNGGUL

- .

[ GUSTINGURAH A BALI PUTRA

Dipindai dengan CamScanner



PERBEKEL PUNGGUI,
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL PUNGGUL
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG

Pl'lN,J 1A RN AN
ABARAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PUNGGUL,

ek liahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa
Punggul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
({an Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun
lera(_uran Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

dengingat

- Undang-Undang  Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [l dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Dipindai dengan CamScanner
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Tahun 2020 tentang
4 Degp gh

ahup 2020

ahun Anggaran
Nomor 18);

ARAN ANGGARAN

ANGGARAN 2021.

anja  Desa Tahun

]6.000.000,00

Rp. 6.857.276.078,00

.__12.000.000 00
Rp. 6.885.276.078.00

dang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. Bidang I‘embangunan

€. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp.

e.

Bidang Penanggul
dan Mendesal Desa
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

- Petbiayaan Desy

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.

Rp. 3.446.092.550 09
Rp. 2.680.647.600,00

932.751.000,00

180.657.500,00

angan Bencana, Darurat

Rp. 522.361.876,67
Rp. 7.762.510.526,67
Rp. (877.234.448 67)

877.234.448 67
877.234.448,67

Selisih Pembiayaan (a-b)Rp.

0,00
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Peraturan Perd

Pelaksanaan Penjabat
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Peraturan Perbekel ini mulai berlak

Agar setiap orang
pengundangan Peraturan

Punggul.

Diundangkan di Punggul
pada tanggal 30 Desember 2020

SE ARIS\DESA PUNGGUL,

[

1 GUSTI NGURAH LANANG OKA

jnn
et Lan | Y
an Anggaran PETEEL g e l
N il ( aif
swaturan 10 i Al ¥ il ueh
|,~.1‘,|'l‘ Ll an
Kepala Gekst  PUT
. pall
pal i
i
. ul
u pada i'nu"‘,"l pkan
erm ’“1,,;1
: . lr']l' =
dapat mengetahuiiyi |',f-H|"

perbekel ini dalam

i i P ooul )
Ditetapkan di Punggu 000
pada tanggal 30 Desember 202

W[{BEK.FA: PUNGGUL,
iy

Ry

\\ .
[ GUSTI NGURAH ANOM BALL ET RA

BERITA DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 19

Dipindai dengan CamScanner



	perdes 18 2020.pdf (p.1-4)
	perkel 02 2020.pdf (p.5-8)
	perkel 05 2020.pdf (p.9-12)
	perkel 08 2020.pdf (p.13-17)
	perkel 14 2020.pdf (p.18-21)
	perkel 16 2020.pdf (p.22-25)
	perkel 17 2020.pdf (p.26-30)
	perkel 19 2020.pdf (p.31-33)

